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ABSTRACK 

 

This research aims to analyze whether the Sukabumi branch of PT PNM 

Mekaar in carrying out financing and capital is in accordance with sharia 

provisions or not. This research uses qualitative methods, the data source for this 

research is primary in the form of direct interviews with informants, and uses 

secondary data. Data collection methods include observation, interviews and 

documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation 

and conclusions, as well as testing the validity of the data using triangulation. PNM 

Mekaar's lending practice uses a joint responsibility system without collateral or 

collateral. The view of sharia economic law is that the loan system at PNM Mekaar 

is permitted. PNM Mekaar's financing system already uses a sharia system because 

of the murabahah, mudaraba and murabahah contracts. The research results show 

that PNM Mekaar has implemented a sharia-based system, has implemented a joint 

responsibility program in accordance with articles 1278 to 1295, the rescheduling 

program aims to reduce installments so that the business Customers are back 

smoothly. 

Keywords: murabahah contract, wakalah contract, wadiah contract, joint liability, 

reschedule 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah PT PNM Mekaar cabang 

sukabumi dalam melakukan pembiayaan dan permodalan sudah sesuai ketentuan 

syariah atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data 

penelitian ini adalah primer berupa wawancara langsung dengan informan, serta 

menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, pemaparan 

data, dan kesimpulan, serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Praktik 

pinjaman PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng tanpa tanggungan 

atau jaminan. Pandangan hukum ekonomi syariah sistem pinjaman di PNM Mekaar 

di perbolehkan. Sistem pembiayaan PNM Mekaar sudah menggunakan sistem 

syariah karena adanya akad murabahah, wakalah, dan wadiah. hasil penelitian 

menunjukan PNM Mekaar telah menerapkan sistem berbasis syariah, telah 

menerapkan program tanggung renteng sesuai dengan pasal 1278 sampai dengan 

1295, program reschedule bertujuan untuk memperkecil angsuran agar usaha 

nasabah Kembali lancer. 

Kata kunci: akad murabahah, akad wakalah, akad wadiah, tanggung renteng, 

 

reschedule 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk negara berkembang dan memiliki banyak sumber daya 

yang mana sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan sehingga banyak 

masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan dorongan usaha. Selain itu, penyebab 

dari keterbatasan tersebut adalah masalah ekonomi serta kurangnya informasi dan 

akses masyarakat untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan, maka dari itu dengan adanya program untuk masyarakat ini akan 

memberikan banyak peluang yang ingin memulai usaha (Afrida, 2016). Pihak 

pemerintah pun harus sudah memperhatikan masyarakat yang pra sejahtera 

tersebut. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas untuk 

masyarakat memulai usaha dengan salah satu contoh nya harus adanya 

pemberdayaan dalam sektor pembangunan perekomian. Pemberian pembiayaan 

bagi masyarakat pra sejahtera yang ingin membuka usaha merupakan salah satu 

bentuk tujuan pembangunan ekonomi. Segala upaya dan kegiatan pembangunan 

harus diarahkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan masyarakat (Wahyuni murabahah., 2022). 

Standar Akuntansi Syariah yang menjadi dasar pencatatatan transaksi jual 

beli/ Murabahah adalah PSAK 102. Menurut PSAK 102 akad Murabahah adalah 

akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan 

barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, 
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penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah 

dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual 

maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan 

lembaga keuangan syariah atau koperasi Syariah (Safriani, 2018). PSAK 

108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam 

Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan 

defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Menurut PSAK 59, 

murabahah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiapla 

nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas 

pengembalian titipan. 

PT PNM Mekaar merupakan perusahaan pembiayaan berbasis Syariah. PT. 

PNM Mekaar Syariah memiliki program kerja yaitu menyediakan pembiayaan dana 

bagi masyarakat pra sejahtera dengan tujuan mewujudkan pembangunan serta 

peningkatakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. PT. PNM 

Mekaar Syariah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat 

kurang mampu yang membutuhkan pemberdayaan melalui UMKM. Selain itu, 

Untuk upaya implementasi rencana pemerintah demi mendorong pengembangan 

usaha mikro kecil, PT. PNM Persero memberikan memberikan layanan pembinaan 

dan pengelolaan. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, PNM 

Mekaar juga melaksanakan pelayanan permodalan kepada perempuan prasejahtera 

yang menjalankan usaha ultra mikro. Peran PNM Mekaar sebagai mitra bisnis 

kelompok ditingkatkan. Di PT. PNM Mekaar Syariah mempunyai sistem kelompok 
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dalam pembiayaan tersebut yang mana jumlah anggota nasabah dalam 1 kelompok 

berjumlah minimal 7 orang dan dalam waktu 1 bulan kelompok tersebut harus 

menambah jumlah anggota nasabah minimal menjadi 10 orang dalam 1 kelompok. 

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini berbentuk non bank 

yang bermanfaat bagi masyarakat kecil ataupun masyarakat menenggah kebawah. 

Pembiayaan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dikelola berdasar pada kepercayaan 

kedua belah pihak tanpa adanya jaminan apapun. Hal ini tentu memudahkan 

masyarakat dalam melakukan aktifitas pembiayaan. 

Menurut Karim (2008) dalam PT. PNM Mekaar Syariah juga menggunakan 

akad-akad dalam proses pembiyaan permodalan bagi masyarakat pra sejahtera 

sebagai pedoman untuk berlangsungnya pembiyaan tersebut. Akad-akad tersebut 

ialah akad murabahah, akad murabahah, dan akad murabahah. Menurut Ulama 

Hanafiya akad murabahah adalah kesepakatan penawaran dan perolehan produk 

dengan menyatakan biaya pengadaan dan keuntungan (margin) keseluruhan antara 

pembeli dan penjual yang telah disepakati. Akad murabahah melibatkan pihak lain 

dalam pemeliharaan harta, baik secara eksplisit maupun kondisional. Sedangankan 

Menurut Karim (2002) akad murabahah diartikan sebagai mengorbankan sesuatu 

oleh seseorang yang mampu melakukannya sendiri, bagian dari tugas yang dapat 

digantikan oleh orang lain, sehingga orang tersebut dapat melakukannya selama 

hidupnya. 

Pada PT. PNM Mekaar Syariah ini memberlakukan bunga dalam pembiyaan 

sebesar 25% dalam jangka waktu 25 minggu dan 50 minggu dan setiap pembiyaan 

pada PT. PNM Mekaar Syariah akan disisihkan biaya sebesar 5% untuk UP (Uang 
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Pertanggung Jawaban) yang mana nasabah tersebut bisa mengambilnya setelah 

lunas 2 minggu atau di minggu ke 27 dan 52. Selain itu juga keunggulan PT. PNM 

Mekaar Syariah mempunyai libur angsuran setelah pencairan selama 2 minggu 

untuk nasabah memutarkan uang pencairan tersebut agar terlihat hasilnya sebelum 

nasabah mengangsur (Nadila Annisa & Adlin Budhiawan, 2023). 

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

Istilah hukum, menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus 

dibayar dan sebagainya). KUHPer mengatur mengenai Tanggung Renteng atau 

Solider dalam Pasal 1278 s.d. 1295. Dalam PT PNM Mekaar terdapat aturan tentang 

tanggung renteng atau dana galangan untuk nasabah yang tidak bisa membayar 

angsuran di hari tersebut, tanngung renteng ini di haruskan berjalan di setiap 

kelompoknya menghindari adanya nasabah yang tidak bisa membayar. Manfaat 

dari adanya tanggung renteng untuk meringankan beban salah satu penerima 

pinjaman. Jika ada salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran, maka 

anggota kelompok lainnya wajib melakukan tanggung renteng atau patungan. 

Permasalah dari adanya aturan tanggung renteng atau patungan dalam kelompok 

mingguan di PNM Mekaar adalah nasabah menjadi terbiasa untuk ditanggung 

renteng oleh anggota yang lain,dan anggota yang lain merasa nasabah yang di 

galang untuk angsuran terlalu menggampangkan kepada anggota lain. 

Riyanto (2010) mengatakan bahwa masalah permodalan perusahaan 

merupakan masalah yang tidak akan pernah ada habisnya karena memiliki berbagai 

macam aspek. Modal sendiri dan modal pinjaman merupakan bentuk dari modal 

koperasi. Simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah dari anggota dan 
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masyarakat merupakan modal sendiri. Sedangkan modal pinjaman bisa berasal dari 

individu anggota koperasi, koperasi yang berbeda dan juga individu mereka, bank 

dan dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, serta sumber sah lainnya, 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 25 Tahun Tentang Perkoperasian 

Pasal 4. 

Akuntansi syariah merupakan proses penyediaan informasi yang tepat kepada 

pemangku kepentingan organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada data 

keuangan, untuk menjamin bahwa organisasi terus beroperasi sesuai dengan hukum 

Islam dan mencapai tujuan sosial ekonomi. Perbedaan utama dapat dilihat pada 

landasan akuntansi, khususnya transaksi syariah, yang mengatur bahwa transaksi 

harus sesuai dengan syariah dan tidak melanggar Al-Qur'an atau As-Sunnah. Riba 

(menambah syarat transaksi bisnis tanpa syarat yang sesuai dengan syariah untuk 

penambahan tersebut) dan gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian) 

adalah contoh hal yang tidak sesuai dengan Islam. Akuntansi adalah salah satu 

bahasa bisnis (accounting is language of business). Oleh masyarakat umum, 

akuntansi dikenal sebagai aktifitas pembukuan ataupun pencatatan transaksi 

keuangan. Dalam QS Al Baqarah : 282 yang artinya sebagai berikut: 

“Allah telah memerintahkan orang beriman untuk senantiasa mencatat 

dan menghitung dalam proses akuntansi dan penting nya saksi (bukti 

transaksi).” 

Esensi dalam firman Allah tersebut mengandung nilai-nilai berikut, 

Pencatatan dilakukan terlebih dahulu jika dilaksanakan dengan tidak tunai setiap 

melakukan muamalah, melakukan pencatatan dengan jujur dan benar, pencatat 
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adalah orang yang mumpuni di bidang tersebut, semua bentuk transaksi kecil 

maupun transaksi besar harus selalu dicatat (larangan untuk jemu mencatat), 

melibatkan saksi (dalam bukti transaksi) yang adil, tidak menyulitkan dan dapat 

menguatkan transaksi, Selalu mengingat kehadirat Allah swt karena allah maha 

mengetahui segalanya. 

Konsepsi akuntansi syariah dan konsepsi akuntansi konvensional berbeda 

bahkan bertentangan. Imam Al Ghazali seorang hujjatul Islam, ahli fiqih sekaligus 

tasawuf mengatakan bahwa segala ilmu yang menjadikan islam sebagai sumber 

ajarannya, maka ilmu tersebut bermuara pada maqashid syariah yaitu 

perlindungan/peningkatan keyakinan (agama), jaminan jiwa dan akal, keturunan 

dan harta benda. Iman adalah tujuan utama dari semua ilmu dan aktivitas (ibadah 

dan muamalah). Perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersumber dari 

pengembangan iman dan perlindungan jiwa dan akal (Batubara, 2012). 

Keberadaan dan pertumbuhan industri perbankan syariah menjadi indikator 

utama perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan. 

Saat ini, lembaga keuangan syariah mendapat kepercayaan masyarakat untuk 

menjadi bagian dari kehidupan bisnisnya. Indonesia yang sebagian besar beragama 

Islam, yang memiliki organisasi di bidang UKM, sangat membutuhkan pekerjaan 

lembaga atau permodalan keuangan non bank syariah. Sebagai hasilnya, 

masyarakat setempat akan memberikan pengakuan yang bereputasi baik kepada 

bank yang melayani kebutuhan bisnis (Faizi & Yudhistira, 2023). 

Secara umum, Indikator utama kemajuan ekonomi keuangan syariah adalah 

eksistensi dan pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia. Lembaga 
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keuangan syariah saat ini dipercaya oleh para pelaku bisnis. Karena muslim 

merupakan mayoritas penduduk Indonesia, pengusaha UKM memerlukan peran 

dari lembaga keuangan non bank syariah atau permodalan (Pratami, 2011). 

Terbukti bahwa adanya lembaga non bank atau koperasi yang sudah berbasis 

syariah, lembaga keuangan non bank berbasis syariah terus berkembang di 

Indonesia saat ini. Bank syariah dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus ditujukan untuk 

mengetahui tingkat produktivitas dan efisiensi masing-masing lembaga keuangan 

non bank berbasis syariah diperlukan untuk mengevaluasi kinerjanya. 

Tingkat efisiensi diukur dengan melihat seberapa besar penggunaan sumber 

daya milik perusahaan tersebut yang digunakan untuk mencapai hasil yang sangat 

optimal. Cara pengukuran efisiensi maupun pengukuran produktivitas cukup 

beragam. Namun, hal terpenting yaitu pengukuran efisiensi dan pengukuran 

produktivitas melalui perbandingan yang dilakukan pada lebih dari satu output. 

Sehingga penilaian yang diperoleh mampu mewakili operasional bank syariah dan 

penilaian menjadi lebih komprehensif (Wahyuni murabahah., 2022). 

Banyaknya lembaga-lembaga keuangan non bank atau koperasi yang 

berbentuk permodalan ini menggunakan label syariah yang mana sangat 

memperhatikan keadilannya. Terdapat berbagai faktor yang perlu menjadi 

perhatian lembaga keuangan non bank syariah untuk menarik minat nasabah. Aspek 

pelayanan masyarakat merupakan hal penting untuk diperhatikan. Selain 

memberikan jasa, setiap usaha yang menyediakan barang atau jasa harus 

memperhatikan nama atau mereknya jika ingin dikenal masyarakat luas. Salah satu 
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faktor yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam dunia bisnis adalah 

mereknya. Sejalan dengan hal tersebut, banyak lembaga keuangan di Indonesia 

mulai menggunakan nama atau brand “Syariah” ketika mereka mulai menawarkan 

perbankan syariah. Tak bisa dipungkiri, sebuah brand ternama juga harus memiliki 

jaminan kualitas (Mashuri murabahah., 2020). 

Karena lembaga keuangan non bank syariah adalah bisnis berbasis layanan 

berdasarkan asas amanah, masalah kualitas layanan menjadi faktor utama 

keberhasilan bisnis. Akibatnya, pelayanan publik lembaga keuangan non bank 

syariah harus terus ditingkatkan. Salah satu bentuk penilaian konsumen adalah 

kualitas pelayanan. Perbandingan tingkat pelayanan yang diterima (perceived 

service) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (expected service) digunakan 

untuk melakukan penilaian. Jika dibandingkan secara operasional, lembaga 

keuangan non bank berbasis syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank 

syariah mempunyai ciri tersendiri karena menerima atau membebankan bagi hasil 

dan imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan daripada membuat 

tanda terima atau membebankan bunga kepada pelanggan. Perbankan syariah 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist (Ismail, 2011). Pertumbuhan bank syariah 

di negara-negara Islam lainnya terus berdampak pada pertumbuhan bank syariah di 

Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai pilar 

ekonomi Islam dimulai (Antonio, 2001). 

Saat ini, sektor keuangan syariah Indonesia berpotensi berkembang dan 

mendatangkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Industri Keuangan Non Bank 

(IKNB) yang berbasis syariah dan menjadi pilar kekuatan industri keuangan syariah 
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juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. IKNB 

Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya yang pada prinsipnya tidak berbenturan dengan standar syariah. 

Kegiatannya mirip dengan IKNB tradisional pada umumnya. Namun, produk dan 

mekanisme transaksi berdasarkan prinsip syariah memiliki beberapa keunikan 

tersendiri (Murlisa murabahah., 2022). 

PNM Mekaar memiliki nasabah yang pada dasarnya berpengetahuan dan 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, sehingga PNM 

menggunakan sistem kelompok tanggung jawab bersama untuk menghindari 

kesenjangan pembiayaan, memungkinkan nasabah untuk memperluas bisnis, 

mencapai hasil yang dituju sehingga berdampak terhadap kesejahteraan 

keluarnyanya (Kurniansih, 2022). Program pembiayaan PT. PNM Mekaar yang 

baru-baru ini diterapkan adalah Reschedule, sebuah program yang memungkinkan 

nasabah dengan bisnis yang menurun untuk membayar angsuran tanpa nasabah 

tersebut gagal bayar dengan cara sisa outstanding dibagi 75 minggu atau 100 yang 

mana nasabah bisa memilihnya. Namun, program ini secara otomatis memotong 

UP (Uang Pertanggungjawaban) kepada pelanggan yang setuju dengan program ini 

(Afrida, 2016). Nasabah yang telah masuk ke rembesan NPL atau gagal bayar lebih 

dari 30 hari, oleh karena itu, program ini mungkin tidak tersedia untuk semua 

pelanggan. Program ini diperuntukkan bagi pelanggan yang telah gagal membayar 

nilai nominal awal (Fadhila, 2015). 
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Persaingan antara bank dan lembaga keuangan non bank saat ini sangat ketat. 

Mempertimbangkan persaingan tersebut, PNM Mekaar Syariah terus memperluas 

kuantitas nasabah pendukung, termasuk pembiayaan produk murabahah. Pinjaman 

murabahah merupakan kesepakatan di mana penjual dan pembeli suatu barang 

menyepakati harga dengan keuntungan tambahan. Pembiayaan murabahah ini 

diatur dalam Fatwa Dewa Syariah Nasional pada Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 

tentang Murabahah (Pitsyahara murabahah., 2023). PNM Mekaar Syariah tidak 

lepas dari acuan (benchmark) kepada suku bunga konversional dan tingkat pesaing 

(competitor) ketika menjalankan praktik penentuan kebijakan penambahan modal 

yang diinginkan. Sementara itu, berbagai metode pembiayaan PNM Mekaar 

Syariah masih dipandang negatif oleh masyarakat, khususnya pembiayaan 

murabahah dibandingkan dengan kredit dalam pembiayaan konvensional. Metode 

pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang menjadi dasar 

pembiayaan konvensional masih banyak digunakan oleh pihak-pihak dalam proses 

pembiayaan murabahah. Margin pendanaan PNM Mekaar Syariah telah ditentukan 

sebagaimana tertera pada brosur yang tersedia. Tidak ada negosiasi untuk 

pengurangan margin. Margin ditetapkan sebesar 25% selama 1 atau 2 tahun. 

Manfaat pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Penetapan 

Harga Barang Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman, dan Sistem Penerimaan Produk 

Murabahah (Nurhayati murabahah., 2020). Margin yang ditetapkan untuk 

pembiayaan PNM Mekaar Syariah telah ditentukan seperti dalam brosur yang 

ditawarkan. Dan penurunan margin tidak dapat ditawar. Sebesar 25% selama 1 atau 

2 tahun. Penetapan harga barang pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan 
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Sistem Penerimaan Produk Murabahah semuanya berdampak pada keuntungan 

pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Telaah Skema Pembiayaan Permodalan Pada PT PNM 

MekaarSyariah (Studi Kasus PT PNM Mekaar Syariah Cabang Sukabumi)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana pembiayaan murabahah, wakalah, dan wadiah PT PNM Mekaar 

sukabumi sudah sesuai dengan system Syariah?” 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehinggan tujuan peneliti akan tercapai. 

Beberapa batasan masalah dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sistem pembiayaan PNM mekaar sukabumi 

 

b) Program tanggung renteng di PNM Mekaar sukabumi 

 

c) Program reschedule yang di PNM Mekaar cabang sukabumi 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dikaukan dengan tujuan sebagai berikut: 

 

“Untuk mengetahui sistem pembiayaan murabahah, wakalah, dan wadiah PT PNM 

Mekaar berdasarkan sistem syariah” 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

1.4.2.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitin ini diharapkan bisa menjadi kotribusi untuk pengembangan 

dibidang keilmuan terutama akuntansi syariah, disamping itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang 

dengan bidang keilmuan yang sama. 

1.4.2.2 Manfaat Praktis 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai 

pembiayaan murabahah, reschedule, serta sistem tanggung renteng terhadap PNM 

Mekaar. Dalam pelaksanaan sistem kegiatan tentu tak lepas dari tingkat kepuasan 

nasabah, maka dengan adanya penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap PNM 

Mekaar terkait sistem yang sedang dijalankan. Penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi bahan evaluasi terhadap intansi tempat penelitian dilakukan terhadap 

sistem pembiayaan berdasarkan sistem syariah. Bagi peneliti selanjutnya dengan 

topic terkait diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta 

membawa beberapa keterbaruan dan penomena dibidang yang sama yaitu sistem 

pembiayaan syarih. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembiayaan di PT PNM Mekaar sudah menerapkan sistem syariah 

yaitu berdasarkan PSAK 108 (murabahah), PSAK 108 (wakalah), PSAK 111 

(wadiah). Hasil penelitian menunjukan ada perbedaan antara PSAK Syariah 

dengan sistem pembiayaan pada PNM Mekaar seperti tidak adanya barang 

namun beberapa point menunjukan PNM Mekaar telah menerapkan sistem 

sesuai dengan PSAK syariah. 

2. Rescheduling dilakukan apabila sistem PNM Mekaar mendetejsi nasabah yang 

bermasalah, dalam artian setiap pembayaran tidak full 100% tetapi hanya 

sebagian yang dibayarkan, maka PNM Mekaar akan melakukan rescheduling 

terhadap nasabah tersebut. 

3. Tanggung renteng merupakan program yang disediakan PNM Mekaar dengan 

melakukan pembiayaan dan pembayaran secara berkelompok, kelompok 

tersebut terdiri dari 10 sampai 12 orang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan sistem 

syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam konteks ini ketentuan tersebut 

ialah PSAK syariah, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya, dan perusahaan dapat memperhatikan karyawan dan 

nasabah agar hubungan beberapa pihak dapat terjalin dengan baik.. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan beberapa topik 

yang lebih relevan dengan penelitian ini dengan membawa penomena dan novelti 

yang lebih baru dan bagus untuk di bahas. Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya 

agar membawa topik sesuai dengan PSAK Syariah selain murabahah, wakalah, dan 

wadiah. 
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